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Swara Redaksi

Alhamdulillah, di tengah kesibukan kegiatan mengajar, menulis
dan membimbing mahasiswa serta melakukan pengabdian masyarkat
sebagai tri dharma perguruan tinggi akhirnya Jurnal Swara Yustisia Edisi
April 2011 Fakultas Hukum Universitas Ekasakti ini dapat hadir juga.
Jurnal ini sebagaimana maksud awal pendiriannya dimaksudkan sebagai
wahana melakukan publikasi hasil karya ilmiah dan penelitian, ajang
silaturahmi pemikiran, dan juga sebagai sumber rujukan bagi para
akademisi baik di internal Fakultas Hukum maupun bagi akademisi di
Fakultas Hukum universitas lainnya.

Pada edisi kali ini, terdapat tujuh artikel yang ditulis oleh
sejawat dari berbagai bidang ilmu hukum, berturut-turut: Penerapan
Sanksi Administrasi dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup di Kota Padang oleh Syofiarti,S.H.,M.H. Dosen tetap
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Dosen Tidak Tetap pada PPs
fimu Hukum Universitas Ekasakti Padang. Artikel ini merupakan hasil
penelitian Syofiarti yang mengkaji penerapan sanksi administrasi
terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Padang.
Artikel berikutnya berjudul Implementasi Perlindungan Konsumen
dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Pasca Gempa di Kota
Padang oleh Neneng Oktarina,S.H.,M.H. Dosen tetap pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas dan Dosen Tidak Tetap pada PPs Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang.

Artikel ketiga mengenai Tinjauan Aspek Hukum Penitensier
dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, oleh H. Muhardi
=2jab,S.H.,M.Hum. dan Khairulnas,5.H. keduanya adalah Dosen Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukittinggi. Artikel
xeempat ditulis oleh Dr. Hotma Sibuea,S.H.,M.H., dengan artikel
mengenai Sistem Perwakilan Strong Bicameral Sebagai Sistem
Perwakilan yang Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial
Indonesia. Artikel Kelima ditulis oleh Dr. Yenni Salma Barlinti,S.H.,M.H.,
cosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Sukuk dalam
Sistem Hukum di Indonesia. Sedangkan tulisan ke enam dan ketujuh
masing masing ditulis oleh Dr. Otong Rosadi,S.H.,M.Hum Dekan dan
Pengajar pada Fakultas Hukum dan pada PPs llmu Hukum Universitas
Ekasakti Padang. dengan Judul Penguatan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota
Melalui Penyusunan Program Legislasi di Daerah dan ditutup dengan
tulisan Dr. Jamin Ginting, SH, MH Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
“elita Harapan Jakarta dengan Judul Faktor Hukum dan Non Hukum
dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kepada sidang pembaca yang budiman, dengan untaian kekayaan
mtelektual dan dalam berbagai nuansa perspektif itulah Jurnal lmiah
imu Hukum Swara Justisia ini hadir ke tangan pembaca, kiranya dapat
Sermanfaat. Selamat Membaca.

Padang, April 2011

Redaksi
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= =m Perwakilan Strong Bicameral Sebagai
“<t=m Perwakilan Yang Memperkuat Sistem
Pemerintahan Presidensil Indonesia

Oleh: Dr. Hotma Sibuea,S.H.,M.H.

Abstrak

~=formasi yang bergulir sejak tahun 1998 berujung pada
== UUD 1945 yang selama Orde Baru dianggap tabu. Salah
= utama amandemen UUD 1945 adalah memperkuat Sistem
~=-=n Presidensil. Untuk membangun sistem pemerintahan
= yang kuat perlu dilakukan pendistribusian ulang kekuasaan
& = =ntara lembaga negara. Namun, menurut penulis, pada saat
~=wsian  kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara
—~-=men UUD 1945 terjadi kekeliruan yang bersifat fatal.
~=scaamandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif negara
=~=rasi di tangan DPR sehingga DPR menjadi supreme body
~===m ketatanegaraan Indonesia. Meskipun ada DPD sebagai
\=oislatif tetapi fungsi legislatif lembaga negara ini hanya
~clengkap semata-mata. Dengan demikian, dapat ditafsirkan
<=tem perwakilan Indonesia sekarang ini tidak mendukung
=k memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensil. Oleh
. capat diajukan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana
sstem  perwakilan Indonesia yang dapat mendukung
==~ Sistem Pemerintahan Presidensil? Hasil penelitian
~ w«=n bahwa format system perwakilan yang mendukung
Z=merintahan Presidensil adalah strong bicameral yang

waka, sebagai saran dapat dikemukakan bahwa sistem
=n yang berlaku sekarang perlu diubah untuk merealisasikan
~=—nerkuat sistem Pemerintahan Presidensil.

W ci- sistem keterwakilan, sistem pemerintahan, strong
== system

Zelakang Penelitian

=242 tahun 1998 terjadi peristiwa politik yang sangat penting
= “upan politik dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Tanggal
. 223, Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32
 2uiuh dua) tahun meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik
- Deristiwa itu menjadi pemicu gerakan reformasi yang
serubahan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
== Salah satu tuntutan gerakan reformasi adalah amandemen




—
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berwenang melakukan pengawasan. Di samping itu, DPD tidak
memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil-hasil
pengawasannya. Sebab, kewenangan tersebut berada di tangan DPR.
Dengan demikian, DPD mustahil dapat berperan dalam meningkatkan
keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan
negara yang menurut Bagir Manan selama ini sangat dirasakan
kurang.’

Sesuai dengan uraian di atas terang bahwa pascaamandemen
UUD 1945, kedudukan DPD sangat lemah sedangkan DPR tampil
dominan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (supreme body)
karena kewenangannya Yyang sangat besar. Dominasi DPR dan
kelemahan DPD seperti sekarang menggambarkan suatu pola
hubungan yang pincang antara DPD dan DPR dalam sistem perwakilan
Indonesia. Sebab, di antara kedua lembaga perwakilan tersebut sama
sekali tidak ada hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (checks
and balances system). Akan tetapi, Hendra Nurtjahyo mengemukakan
kepincangan ini merupakan konstruksi politik yang sudah tertera
secara yuridis dalam konstitusi kita.'®10 Posisi dominan DPR tersebut
menimbulkan  akibat  negatif terhadap pelaksanaan  sistem
pemerintahan Presidensil Indonesia.

1l. Masalah Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem
perwakilan yang berlaku sekarang tidak dapat memperkuat
pelaksanaan sistem pemerintahan Presidensil yang sudah dicanangkan
sebagai consensus nasional. Kekuasaan DPR yang sangat besar sangat
mempengaruhi kinerja Presiden. Oleh sebab itu, masalah penelitian
yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut “Bagaimana format
sistem perwakilan yang dapat mendukung pelaksanaan sistem
pemerintahan Presidensil Indonesia?”

Il. Sistem Perwakilan Strong Bicameral Yang Simetris Yang
Mendukung Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia

Dalam kaitan dengan pertanyaan yang dikemukakan di atas,
menurut penulis ada 2 (dua) macam format sistem perwakilan yang
dapat mendukung sistem pemerintahan Presidensil Indonesia. Kedua
macam format sistem perwakilan tersebut adalah (a) sistem
perwakilan bikameral kuat setara yang simetris dan (b) sistem
perwakilan bikameral kuat setara yang a-simetris. Namun, karena
keterbatasan ruang, penulis hanya akan membahas salah satu format
ideal yang disebut di atas yaitu yang pertama.

Pola hubungan DPR-DPD yang setara dan simetris terjadi jika
DPD dan DPR memiliki kedudukan yang sederajat dan kewenangan

gg Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, op. cit.
1% Hendra Nurtiahyo, limu Negara (Jakarta, 2005), him. 54.
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konstitusional yang sama dan sebangun. Nikmatul Huda
mengemukakan dalam sistem perwakilan bikameral, kedua kamar
majelis memiliki kedudukan yang sederajat sehingga satu sama lain
tidak saling membawahi.') Pola hubungan DPD-DPR yang bersifat
setara dan simetris merupakan pola hubungan kamar perwakilan ideal
(pure bicameral) dalam kerangka sistem perwakilan bikameral kuat.
Hubungan DPD-DPR yang setara dan simetris merupakan pola
hubungan ideal karena pola hubungan DPD-DPR yang setara dan
simetris  dalam rangka sistem perwakilan bikameral kuat
mendatangkan manfaat positif bagi sistem pemerintahan Presidensil
Indonesia. Sebab, pola hubungan DPD-DPR yang setara dan simetris
akan memaksimalkan keterwakilan (representation), membangun
checks and balance dalam lembaga perwakilan dan membuka peluang
pembahasan berlapis (redundancy) dalam proses pengambilan
keputusan-keputusan politik. '?)

Pemaksimalan keterwakilan aspirasi dan kepentingan adalah
salah satu keuntungan penerapan pola hubungan DPD-DPR yang setara
dan simetris. Pemaksimalan keterwakilan dapat tercapai karena
aspirasi dan kepentingan yang terwakili dalam lembaga perwakilan
bukan hanya aspirasi dan kepentingan rakyat secara keseluruhan
melalui DPR tetapi juga aspirasi dan kepentingan yang bersifat
kewilayahan melalui DPD.") Dalam hubungan ini para angsota DPD
berpendapat:

“ . . kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada
lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau
komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan
karakteristik daerah. Para wakil daerah bukanlah wakil dari
suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain
yang berbasis ideologi atau Parpol) melainkan figur-figur yang
bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.”™)

Dalam hubungan dengan pemaksimalan keterwakilan
tersebut, Jimly Asshiddigie mengemukakan “Dengan struktur
bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan
berdasarkan sistem double check yang memungkinkan representasi
kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan

") Nikmatul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945, op. cit.

") Ginandjar Kartasasmita, ‘Bikameralisme di Indonesia.” w.w.w.ginandjar.com.

") Amerika Serkkat merupakan contoh keterwakilan aspirasi dan kepentingan yang
bersifat ruang atau teritori.

') Sekretariat Jenderal DPD RI, Dokumen Resmi Permohonan Uji Materi UU Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD Negara
RI Tahun 1945, op. cit.
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basis sosial yang lebih luas.”” Dengan demikian, dalam sistem
perwakilan bikameral kuat dengan pola hubungan DPD-DPR yang
setara dan simetris, basis sosial yang terwakili dalam sistem
perwakilan Indonesia bukan hanya kelompok-kelompok masyarakat
yang didasarkan atas persamaan cita-cita politik semata-mata tetapi
juga aspirasi dan kepentingan nonpolitis yang lain termasuk aspirasi
dan kepentingan yang bersifat kewilayahan.

Salah satu manfaat pemaksilan keterwakilan adalah
demokrasi semakin herkembang. Pemaksimalan keterwakilan berbagai
aspirasi dan kepentingan terutama aspirasi dan kepentingan yang
bersifat kewilayahan (daerah) dalam suatu sistem perwakilan akan
mendorong perkembangan demokrasi yang lebih baik. Sebab, jika
berbagai aspirasi dan kepentingan daerah dapat disalurkan ke dalam
sistem perwakilan melalui DPD, aspirasi dan kepentingan daerah akan
terakomodasi dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Jika aspirasi dan kepentingan daerah terakomodasai dalam kebijakan
pemerintah  pusat berarti daerah dilibatkan dalam proses
penyelenggaraan negara dan pengelolaan negara.’®)

Keterlibatan daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
negara akan menghasilan berbagai hal positif bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara dan sistem pemerintahan Presidensil.
Pertama, jika daerah dilibatkan dalam proses penyelenggaraan dan
pengelolaan negara, potensi disintegrasi bangsa dapat dieliminir
sampai ke titik paling minimal. Daerah tidak merasa “dianaktirikan”
dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak
memiliki alasan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik
Indonesia. Kedua, jika daerah dilibatkan dalam proses pengelolaan
dan penyelenggaraan negara, mekanisme check and balance antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat ditegakkan sehingga
keseimbangan hubungan pemerintah pusat-daerah dapat selalu
dijaga. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang berada dalam
keadaan sehat dan ideal akan menghasilkan hubungan yang bersifat
the interaction model.'’) Dalam model interaksi ini, ada hubungan
interaksi yang baik antara pemerintah pusat-daerah sehingga
diharapkan tidak ada disharmoni dalam hubungan pemerintah pusat
dan daerah.

Pemaksimalan keterwakilan seperti dikemukakan di atas
mendapat jaminan konstitusional yang kuat dalam sistem perwakilan
bikameral kuat (strong bicameral) karena DPR memiliki kewenangan
yang sama dan setara dengan DPD. Kewenangan DPD yang sama kuat
dengan DPR membuat kedua lembaga dapat memperjuangkan dan

'y Jimly Asshiddigie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi
s.Iakarta. 2007), hal. 189.

%) Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, op. cit.

"y Richard Batley dan Gerry Stiker, Local Government in Europe, (1991), hal.5-6.
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R sistem menyalurkan segenap aspirasi dan kepentingan masing-masing dalam

PR yang kebijakan nasional melalui mekanisme Pengambilan keputusan politik

} Sistem vang bersifat berlapis (redundancy). Dalam pengambilan keputusan

lsyaraka; yang bersifat berlapis bukan hanya DPR yang berwenang mengambil

= te'_tapf €putusan-keputusan politik yang penting tetapi juga DPD. Jadi,
aspirasi

Pengambilan keputusan politik yang bersifat berlapis (redundancy)
terjadi  karena semua keputusan-keputusan politik  termasuk
adalah pembentukan undang-undang haruys dibahas dan dibicarakan serta

*=rbagai disetujui secara bersama kedua kamar perwakilan yaitu DPD-DPR

¥ yang Sistem pemeriksaan ganda terhadap setiap RUU seperti

# akan diutarakan di atas Juga disebut sebagai sistem double check.')

2. jika Sistem double check menghendaki supaya setiap keputusan politik

;}da:{am termasuk undang-undang harus diputuskan secara bersama oleh kedua
akan

{-{“iat- “Kekuasaan perundang-undangan berada dj tangan DPR dan Dpp
Mizkan i

Proses sama merupakan kamar lembaga legislatif (Parlemen), maka dapat
ditentukan bahwa setiap undang-undang menghendaki persetujuan
fiolaan kedua lembaga perwakilan tersebut secara bersama-sama. di”
:;Déln Sistem pembahasan Ry yang berlapis (double check)
sil.

R dan antara DPD-DPR, Kesepakatan bersama tercapai jika kepentingan

i_minir kedua kamar perwakilan (DPD-DPR) terakomodasi dalam RUU Dengan
an” demikian, materi RUU harus selalu mengakomodasikan aspirasi dan
tfda:: kepentingan yang diperjuangkan DPD-DPR sebagai kamar perwakilan
ribli

yaitu kepentingan daerah (wilayah) dan kepentingan keseluruhan
plaan rakyat supaya RUU tersebut disetujui. Jadi, pada hakikatnya, setiap

Mara UU selalu harus merupakan kompromi antara aspirasi dan kepentingan
Ngesa daerah dengan aspirasi dan kepentingan rakyat keseluruhan secara
elalu seimbang supaya RUU itu dapat disetujui secara bersama oleh Dpp
glam dan DPR.
sifat Keharusan untuk meminta persetujuan dari DPD dan DPR
*2an dalam pembentukan UU dengan sendirinya akan membuat setiap
gea kamar perwakilan (DPD dan DPR) harus selaly bersikap toleran
ssat terhadap kepentingan pihak vyang lain. Jika salah satu kamar
perwakilan memiliki kecenderungan hanya memikirkan kepentingan
itas sendiri, sikap tersebut akan dapat dibalas dengan sikap yang sama
fan oleh kamar perwakilan yang lain. Dengan demikian, sikap yang hanya
gan mementingkan diri sendiri pada dasarnya akan merugikan diri sendiri.
l’:it Oleh sebab itu, kedua kamar perwakilan
5 :
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berada dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, keharusan
meminta persetujuan DPD-DPR dalam rangka pembentukan UU, secara
teoretis membuat kedua kamar perwakilan berusaha mencapai titik-
titik kompromi dalam mengambil keputusan. Sebab, jika kedua kamar
perwakilan menjauhi titik-titik kompromi, selalu akan ada risiko
politik yang harus ditanggung kedua belah pihak yaitu kegagalan
dalam mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan
kelompok-kelompok masyarakat atau wilayah yang diwakilinya.

Kewenangan DPD-DPR yang setara dan simetris membuat
kedua kamar perwakilan harus selalu terlibat dalam setiap tahap
proses legislasi (pembentukan undang-undang). Hal itu akan
menghasilkan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check
and balance) antara DPD dengan DPR dalam proses legislasi maupun
dalam setiap pengambilan keputusan. Mekanisme saling mengawasi
dan mengimbangi (check and balance) dapat dijalankan karena DPD
atau DPR dapat menolak menyetujui setiap keputusan politik seperti
persetujuan atas RUU jika dianggap menimbulkan kerugian bagi
kepentingan masing-masing (DPD-DPR). DPD akan menolak setiap
keputusan politik termasuk menyetujui RUU jika dianggap dapat
merugikan kepentingan daerah sehingga kemungkinan kerugian yang
mungkin akan dialami daerah dapat dicegah DPD. Demikian pula DPR
juga dapat menolak menyetujui RUU jika dianggap dapat
menimbulkan kerugian bagi rakyat yang diwakilinya.

Kewenangan masing-masing kamar perwakilan untuk menolak
menyetujui RUU yang dianggap dapat merugikan kedua kamar
perwakilan membuat DPD dan DPR dapat menjalankan mekanisme
check and balance dalam lingkungan kekuasaan legislatif dalam setiap
pengambilan keputusan politik seperti dalam hal pembentukan UU.
Jika mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and
balance) antara DPD-DPR dalam lingkungan kekuasaan legislatif dapat
ditegakkan dengan sendirinya kemungkinan penyalahgunaan
kewenangan oleh salah satu kamar perwakilan (DPD atau DPR) dapat
dicegah. Dalam hal penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu kamar
perwakilan dalam lingkungan kekuasaan legislatif dapat dicegah
dengan sendirinya kedua kamar perwakilan akan “dipaksa” bertindak
dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (UUD
1945). Oleh karena itu, tidak ada satu lembaga pun yang dapat
memanfaatkan kewenangannya yang menimbulkan gangguan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas Presiden.

Jika kedua kamar perwakilan selalu bertindak sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan konstitusi, hal itu menunjukkan kedua
lembaga perwakilan tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan
konstitusi. Kepatuhan kedua kamar perwakilan terhadap konstitusi
akan mendorong tegaknya asas konstitusional yang menghendaki
setiap kekuasaan harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi
(UUD 1945) dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.
Secara ideal, dalam rangka implementasi asas konstitusional, nilai
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sonstitusi - yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan
“erbangsa dan negara di Indonesia adalah nilaj konstitusi yang
Sermatif.”’) Jadi, pola hubungan DPD-DPR yang bersifat setara dan
“metris dalam rangka sistem perwakilan bikameral kuat yang hendak
“terapkan di dalam sistem perwakilan Indonesia akan semakin
“=mperkuat dan mempersehat sistem perwakilan bikameral yang
Serizku  di Indonesia, sistem Pemerintahan Presidensil maupun
%=hidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional.
Sistem perwakilan bikameral kuat dengan pola hubungan DPD-
2R yang setara dan sismetris yang menghasilkan sistem double check
i as perlu diterapkan dalam sistem perwakilan
mengingat latar belakang pembentukan DPD.
embentukan DPD sebagai lembaga perwakilan
an melembagakan aspirasi dan kepentingan

perwakilan dan struktur ketatanegaraan.?')
~ntutan pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah

“ncul karena  selama pemerintahan Orde Baru, aspirasi dan
“=centingan daerah terabaikan dalam kebijakan nasional pemerintah
=2t Selama  Orde Baru, DPR membentuk UU yang hanya
encerminkan segenap kebijakan pemerintah pusat sehingga aspirasi
“&n kepentingan daerah terabaikan dalam proses legislasi nasional,
S= itu terjadi karena tidak ada lembaga lain yang memiliki
“=wenangan legislatif untuk mengoreksi kebijakan yang digariskan
~=merintah pusat dalam UU yang dibentuk oleh DPR. Oleh sebab itu,
“.u2n pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan tidak terlepas
@2 tujuan PEnerapan sistem double check dalam sistem perwakilan
“ameral di Indonesia. Dalam konteks double check ini, DPD dapat
Berfungsi untuk mengakomodasikan segenap aspirasi dan kepentingan
#=e=r2h di tingkat nasional melaluj keterlibatan DPD dalam proses
F=mbentukan undang-undang bersama dengan DPR.

Sesuai dengan uraian vang dikemukakan di atas berarti jika
250 memiliki kewenangan yang setara dan simetris dengan DPR akan
@Fasilkan suatu  sistem Pemerintahan yang stabil dan “mantap.

a, sistem pemerintahan Indonesia akan terhindar dari

kinan penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-Wenangan.
“e2us, UU yang dihasilkan secara bersama-sama oleh DPD-DPR
“mesuh-sungguh  akan merupakan produk legislasi yang baik dan
Serkualitas. Ketiga, jika aspirasi dan kepentingan daerah dan pusat
“=0=t berjalan seiring dan seimbang, kekecewaan daerah terhadap
S=merintah pusat seperti pada masa Orde Bary dapat dieliminir
=02l pada tahap yang seminim mungkin. Jika hal itu dapat
S=minir dengan baik, keinginan daerah-daerah untuk memisahkan

S=b2b, latar belakang p
“2=rzh adalah keingin
Sesrzh dalam sistem

s
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diri dari negara republik Indonesia dapat diredam dan dengan
sendirinya hal itu akan semakin memperkuat proses integrasi nasional.
Oleh sebab itu, seperti dikemukakan Muhammad Syihabuddin, sistem
bikameral sesungguhnya harus dimaknai sebagai instrumen untuk
memperkuat kesatuan negara. )

Sesuai dengan uraian di atas, sistem perwakilan bikameral
kuat yang simetris jika diterapkan di Indonesia jelas akan
menghasilkan sistem perwakilan yang stabil dan sehat jika prinsip
pemaksimalan keterwakilan (representation), check and balance dan
sistem double check dapat diwujudkan dalam kenyataan. Ketiga hal
tersebut akan mendorong perkembangan  sistem pemerintahan
Presidensil yang berlaku di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 ke
arah yang lebih baik dan lebih stabil. Hal itu diharapkan akan
mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia ke arah yang Llebih
baik. Bahkan, akan jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya.
Dalam hubungan ini, Christina Murray dan Nicholas Haysom
mengemukakan “Apabila berjalan dengan baik, sistem ini (maksudnya
sistemn bikameral kuat dengan pola hubungan kedua kamar perwakilan
yang setara dan simetris --- pen.) dapat memperkuat dan
memperdalam demokrasi.”**) Pada akhirnya, sistem perwakilan dan
sistem pemerintahan Presidensil yang stabil dan sehat serta demokrasi
yang semakin berkembang merupakan faktor yang sangat mendukung
pencapaian tujuan negara sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut. Format sistem perwakilan ideal
yang mendukung sistem pemerintahan Presidensil Indonesia adalah
sistem perwakilan bikameral kuat (strong bicameral) yang simetris.
Sebhab, sistem perwakilan tersebut dapat menghasilkan mekanisme
saling mengawasi dan mengimbangi antara DPR-DPD. Keseimbangan
kekuasaan tersebut membuat DPR atau DPD tidak dapat mengganggu
kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

) Muhammad Syihabuddin, Memperkuat DPD, Memperkokoh Lembaga Perwakilan RI,"
http:// www. com/ artikel. 15 Juli, 2007.

2y Christina Murray dan Nicholas Haysom, Hambatan Politis dan Teknis Terhadap
Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yang Demokratis dan Efisien di
Indonesia, (Makalah Penelitian Kebijkan Reformasi Konstitusional Indonesia, Jakarta,
2003) hal. 5.
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